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ABSTRAK : -

CATATAN : -

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan ten tang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun
Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No.
4916), UU 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No.6757), UU 19 Tahun 2023 (LN
Tahun 2023 No. 140, TLN No0.6896), PP 37 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 100, TLN
No.6883), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan
Permenkeu Rl 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954), Permenkeu RI 62 Tahun
2023 (BN Tahun 2023 No.472).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Insentif Fiskal merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada
Daerah atas pencapaian Kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan
dan/atau pencapaian Kinerja pemerintahan daerah antara lain pengelolaan keuangan
daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap
kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi Insentif Fiskal untuk
penghargaan kinerja tahun sebelumnya berdasarkan pagu indikatif Insentif Fiskal.
Penyaluran Insentif Fiskal dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke
RKUD. Dalam hal Kepala Daerah penerima Insentif Fiskal melakukan tindak pidana
korupsi, Menteri dapat mengajukan surat permohonan kepada lembaga penegak
hukum mengenai status hukum Kepala Daerah.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 November 2023 dan diundangkan
pada tanggal 24 November 2023.



